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Peraturan BPJS K etenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya baik
itu pegawai tetap maupun Pegawal Tidak Tetap. Peraturan pelaksana perpa akan tentang PPh Pasal 21 yakin
PER -16/PJ2016 sudah mengatur secararinci untuk pegawai tetap yang terdaftar di BPJS K etenagakerjaan,
namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak
Tetap yang terdaftar di BPJS K etenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum
atas kebijakan penerapan Pgjak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai
peserta BPJS K etenagakerjaan. Metode penelitian ini adalah postpositivist.

Hasil penelitian menunjukan bahwa asas kepastian hukum dalam penerapan PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya
memenuhi indikator-indikator dari kriteria asas kepastian hukum, khususnya untuk indikator objek pajak
tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam hal penentuan Dasar Pengenaan Pajak atasiuran BPJS

K etenagakerjaan. Sebaiknya PER - 16/PJ2016 perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan subbab
tentang contoh penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS
K etenagakerjaan.

...... BPJS K etenagakerjaan regulations require employers to register all of their employees, both permanent
and temporary employees. Tax regulation of Income Tax Article 21 that is PER - 16/PJ2016 has regulated
in detail for permanent employees who registered at BPJS K etenagakerjaan, but it has not arranged in detail
for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze certainty principle
of implementation Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS K etenagakerjaan.
This research method is postpositivist.

The results showed that certainty principle has not been accordance with criteria of the certainty principle.
For tax object indicator it does not fulfill certainty principle in terms of determining the tax base. PER -
16/PJ2016 should to be refined by adding a sub-section on the example of calculating Income Tax Article
21 for temporary employees registered at BPJS K etenagakerjaan.
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